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MOTTO 

 

“Percayalah, Allah tidak pernah menyia- nyiakan usaha hamba- Nya” 

(QS. At-Taubah: 105) 

 

“Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan, yang aku 

khawatirkan adalah jika aku berhenti berdoa” 

(Umar bin Khattab) 

 

“Pendidikan adalah senjata paling  mematikan di dunia, karena dengan 

pendidikan, Anda dapat mengubah dunia” 

(Nelson Mandela) 

 

Skripsi ini adalah bukti dari setiap ketekunan dan kesabaran yang penulis lalui 

I’m so proud of me. You did well. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS EVALUASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM 

MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH P A D A  B A D A N  

P E N D A P A T A N  D A E R A H  KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

(STUDI KASUS KOTA TELUK KUANTAN) 

 

Oleh: Julika Deyanti 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerimaan 

pajak reklame dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten 

Kuantan Singingi. Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan 

daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan peneriman daerah apabila 

dikelola secara optimal. Namun, realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten 

Kuantan Singingi mengalami fluktuasi sehingga belum mampu memberikan 

kontribusi yang optimal terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan indikator evaluasi 

kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan 

kecukupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penerimaan pajak reklame di 

Kabupaten Kuantan Singingi kurang efektif dalam menunjang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi.  Upaya yang perlu ditingkatkan 

meliputi pemutakhiran data objek pajak reklame, peningkatan sosialisasi 

berkelanjutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan reklame. 

 

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pajak Rekalme, PAD 
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ABSTRACT 

 

AN EVALUATION ANALYSIS OF ADVERTISING TAX REVENUE IN 

SUPPORTING LOCALLY-GENERATED REVENUE AT THE KUANTAN 

SINGINGI REGENCY REGIONAL REVENUE AGENCY (A CASE STUDY 

OF TELUK KUANTAN CITY) 

 

By: Julika Deyanti 

 

This study aims to analyze and evaluate billboard tax revenue in terms of its 

contribution to Locally-Generated Revenue (PAD) in Kuantan Singingi Regency. 

Billboard tax is a source of regional revenue with the potential to boost local 

income if managed optimally. However, the realization of billboard tax revenue in 

Kuantan Singingi Regency has fluctuated, preventing it from making an optimal 

contribution to PAD. This study employs a qualitative research method, utilizing 

data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. 

The analysis applies William N. Dunn’s policy evaluation indicators: 

effectiveness, efficiency, responsiveness, and adequacy. The findings indicate that 

billboard tax revenue in Kuantan Singingi Regency has been ineffective in 

supporting the region's Locally-Generated Revenue (PAD). Areas requiring 

improvement include updating data on billboard tax objects, enhancing 

continuous public outreach, increasing taxpayer compliance, and strengthening 

supervision of billboard operations. 

 

Keywords: Policy Evaluation, Advertisement Tax, PAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh 

kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengoptimalkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam 

meningkatkan PAD, semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik 

dapat dilaksanakan secara lebih efektif tanpa bergantung sepenuhnya pada 

pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar utama 

dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah 

daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada 

pemerintah pusat. Sebaliknya, PAD yang masih rendah dapat menghambat 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal. 

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Riau yang memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam, meliputi sektor 

pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, serta jasa. Perkembangan 

sektor-sektor tersebut mendorong meningkatnya aktivitas promosi dan periklanan 

oleh para pelaku usaha sebagai upaya memperkenalkan produk maupun jasa 

kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan reklame di 

Kabupaten Kuantan Singingi  memiliki potensi yang  cukup  besar  untuk 

dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Reklame merupakan salah satu media promosi yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

dirancang untuk tujuan komersial guna memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap suatu produk, jasa, atau 

kegiatan tertentu. Berikut merupakan jenis reklame yang ada di Kabupaten 

Kuantan Singingi: 

 

Tabel I. 1 Jenis, ukuran, tarif pajak dan NSR reklame di Kabupaten 

Kuantan Singingi 
 

No. Jenis reklame Ukuran Tarif Pajak Harga Dasar/ NSR 

1 Bilboard/ papan ≥ 20 m² 25% dari Nilai 

Sewa Reklame 

Rp40.000/m² 

2 Megatron/ 

Vidiotron 

Layar besar digital 25% dari Nilai 

Sewa Reklame 

Rp40.000/m² 

3 Neonsign/ Neon 

Box 

≤ 6 m² 25% dari Nilai 

Sewa Reklame 

Rp40.000/m² 

4 Melekat/ stiker 200 cm per lembar 25% dari Nilai 

Sewa Reklame 

Rp7.000/lembar 

5 Selebaran Kecil 25% dari Nilai 

Sewa Reklame 

- 

6 Reklame  kain  

(spanduk, 

umbul- umbul) 

Kecil- sedang 25% dari Nilai 

Sewa Reklame 

Rp17.000/m² 

7 Film/ slide Layar proyeksi ± 

2 

m × 3 m 

25% dari Nilai 

Sewa Reklame 

Rp600.000/tayang 

8 Reklame udara 

( Balon, 

drone banner) 

± 3 – 5 m 25% dari Nilai 

Sewa Reklame 

Rp100.000/hari 

9 Reklame 

peragaan 
- 25% dari Nilai 

Sewa Reklame 

Rp400.000/hari 

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan PerBup No 43 Tahun 2024 

 

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame (NSR) 

sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah. Besaran pajak yang dikenakan dipengaruhi 

olehjenis  reklame,  ukuran  media,  harga  bahan  yang  digunakan,  lokasi 



3 

 

 

pemasangan reklame dan juga jangka waktu penayangan/ pemasangan reklame 

tersebut. 

Potensi pajak reklame tersebut dapat dilihat dari data realisasi pajak 

reklame di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, realisasi pajak reklame pada tahun 2021 

mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun-tahun 

berikutnya terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak reklame. Berikut 

disajikan data target dan realisasi pajak reklame Kabupaten Kuantan Singingi 

tahun 2021–2025. 

Tabel I. 2 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2021–2025 

 

No. Tahun Target Realisasi Capaian (%) 

1 2021 600.000.000 774.745.296 129,12% 

2 2022 600.000.000 347.890.015 57,98% 

3 2023 600.000.000 297.460.663 49,57% 

4 2024 700.000.000 204.605.161 29,22% 

5 2025 700.000.000 862.600.000 123,24% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2026  

Berdasarkan data target dan realisasi pajak reklame Kabupaten Kuantan 

Singingi periode tahun 2021 hingga 2025, terlihat fluktuasi kinerja yang sangat 

kontras. Pada awal periode, yaitu tahun 2021 penerimaan dari pajak reklame 

menunjukkan capaian yang melampaui target dengan jumlah penerimaan sebesar 

Rp. 774.745.296 dari target Rp.600.000.00, atau setara dengan 129,12%. Namun, 

memasuki tahun 2022, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Meskipun 

pemerintah daerah menetapkan target yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 

Rp600.000.000,  realisasi  pajak  justru  merosot  tajam  menjadi  hanya 
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Rp347.890.015 atau sebesar 57,98%. Tren penurunan ini terus berlanjut secara 

berturut-turut pada tahun 2023 dengan capaian hanya sebesar 49,57%. 

Puncak dari permasalahan ini terlihat pada tahun 2024, dimana ketika target 

dinaikkan menjadi Rp700.000.000, realisasi pemungutan pajak reklame justru 

mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir, yakni hanya sebesar 

Rp204.605.161 dengan persentase capaian yang sangat rendah, yaitu 29,22%. 

Namun, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2025 pemerintah daerah menetapkan 

target pajak reklame sebesar Rp.700.000.000, realisasi penerimaan mengalami 

peningkatan hingga melampau target sebesar 123,24%. Kesenjangan (gap) yang 

semakin lebar antara target dan realisasi mengindikasikan adanya permasalahan 

serius dalam tataran implementasi kebijakan di lapangan. Fenomena kegagalan 

pencapaian target yang terus menurun secara drastis dan kenaikan realisasi 

tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Dalam praktiknya, 

pelaksanaan pemungutan pajak reklame sering menghadapi berbagai kendala, 

seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya 

aparatur, serta lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame. Kondisi 

tersebut berdampak langsung pada penerimaan pajak reklame yang diperoleh oleh 

pemerintah daerah. 

Sebagai upaya untuk menertibkan dan mengoptimalkan potensi dari sektor 

reklame, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pembaharuan 

regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi baru ini 

menggantikan aturan sebelumnya yaitu PERDA Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
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Pajak Reklame. Perda terbaru ini merupakan langkah strategis daerah untuk 

menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 

HKPD). Kehadiran Perda No. 1 Tahun 2024 diharapkan mampu menjadi payung 

hukum yang lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya, demi mendorong 

transparansi dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah, khususnya pajak 

reklame. Keberadaan regulasi tersebut merupakan langkah penting dalam 

mendorong penyelenggara reklame agar mematuhi ketentuan yang berlaku dan 

melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang ada. 

Meskipun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan 

berbagai upaya melalui penyempurnaan regulasi, pemanfaatan sistem digital, serta 

peningkatan koordinasi antarinstansi, realisasi penerimaan pajak reklame masih 

menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan 

bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan 

pajak reklame sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap 

pelaksanaannya. 

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya bertujuan mengetahui 

tingkat keberhasilan penerimaan pajak reklame, tetapi juga mengidentifikasi 

faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan belum optimal berdasarkan indikator 

evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dasar dalam merumuskan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame sebagai salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan judul “Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame 

dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti oleh penulis yaitu “Bagaimana Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam 

Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi 

penerimaan pajak reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Kuantan Singingi serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi 

penerimaan pajak reklame 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan 

pengetahuan khususnya dibidang keuangan dan perpajakan daerah. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam 

analisis dan pemahaman peneliti terhadap peran dan evaluasi penerimaan 

pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Manfaat ini berhubungan langsung dengan penerapan hasil penelitian 
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dalam kehidupan nyata, terutama bagi pihak-pihak yang terkait: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau masukan 

bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam 

meningkatkan kinerja penerimaan pajak reklame serta mengoptimalkan 

perannya dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial 

Diharapkan dapat menambah referensi dan masukan sebagai bahan 

kajian dan perbandingan bagi para mahasiswa dimasa yang akan datang, 

khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan pajak daerah. 

3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan bagi masyarakat pada umumnya khususnya mengenai peran 

penerimaan pajak dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) serta 

meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

 

2.1.1 Teori Administrasi Negara 

Administrasi Negara adalah bidang studi dan praktik yang mengkaji serta 

mengendalikan bagaimana pemerintah merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik guna mencapai tujuan negara dan 

melayani kepentingan umum secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Istilah 

Administrasi Negara berasal dari bahasa latin administrare yang dalam bahasa 

Belanda diartikan sama dengan besturen yang berarti fungsi pemerintah. 

Menurut Jhon M. Pffifner (dalam Alriani, 2018:23) administrasi negara 

adalah dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-

tujuan yang bersifat ketatanegaraan. Jadi administrasi negara merupakan suatu 

langkah yang dipakai untuk meraih tujuan negara tersebut. Tujuan negara akan 

tercapai jika negara mempunyai administrasi ketatanegaraan yang baik. Pfiffner 

selanjutnya menekankan bahwa administrasi negara merupakan suatu proses atau 

tahapan yang membantu negara dalam mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kekuatan sistem administrasi ketatanegaraan suatu negara 

memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuannya dalam melaksanakan 

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan pelayanan publik. 

Administrasi negara yang baik mampu menciptakan efisiensi, koordinasi, 
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dan keteraturan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga 

pemerintahan. Oleh karena itu, tujuan negara hanya dapat dicapai dengan 

dukungan sistem administrasi negara yang efisien dan kompeten. Dengan adanya 

sistem administrasi ketatanegaraan yang kuat, pemerintah dapat melaksanakan 

kebijakan secara efektif, memberikan pelayanan publik yang optimal, serta 

menjamin stabilitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurut Arifin Abdurrahman (2017), administrasi negara merupakan 

pengetahuan yang mempelajari politik negara. Menurut Arifin, administrasi 

negara merupakan cara pelaksanaan politik pemerintah, yang pelaksanaannya 

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui proses politik. Sedangkan menurut 

Waldo (dalam Yusuf, 2016) mendefinisikan administrasi negara sebagai organisasi 

dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan/ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu 

tentang menajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. 

Kemudian Thoha memberikan batasan ciri-ciri administrasi negara sebagai 

berikut: 

1. Pelayanan yang diberikan bersifat urgent (penting) jika dibandingkan 

organisasi-organisasi swasta 

2. Pelayanan yang diberikan umumnya bersifat monopoli atau semi 

monopoli 

3. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berarti mengacu 

kepada peraturan perundang- undangan 

4. Pelayanan yang diberikan tidak dikendalikan oleh pasar 
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5. Usaha-usaha yang dilakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat. 

Menurut Suharto (2021) setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan 

sumber daya publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat 

dan lembaga pengawas. Akuntabilitas merupakan komponen utama dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Karena 

mampu mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kepercayaan publik, 

serta menjamin bahwa kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan 

masyarakat, akuntabilitas menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Dengan adanya akuntabilitas, setiap program dan 

kegiatan pemerintah dapat dinilai secara objektif berdasarkan kinerja dan hasil 

yang dicapai. 

2.1.2 Teori Kebijakan Publik 

Kebijakan atau policy merupakan suatu proses yang meliputi proses 

perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan 

penilaian terhadap pengaruh dari pelakasanaannya terhadap sekelompok orang 

yang menjadi sasaran kebijakan. Kemudian menurut Wahab (Selvi et al., 2017) 

kebijakan diartikan sebagai pedoman dalam bertindak, suatu arah tindakan 

tertentu, dan suatu program kegiatan tertentu. 

Administrasi menurut Siagian (dalam Yulfan et al., 2011: 380) adalah 

administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih 

yang didasarkan atas rasionalitas tertentuuntuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Menurut Thomas R. Dye (dalam Arani, 2016) kebijakan negara sebagai is 



11  

 

whatever governmenet choose to do or not to do. Selanjutnya beliau mengatakan 

bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada 

tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan 

pemerintah. Ini menandakan bukan hanya keinginan dari pejabat pemerintah saja. 

Menurut Putri (Putri Ayu Anisya, 2023) Kebijakan artinya suatu pernyataan 

atau dokumen tertulis yang memberikan seseorang yang menggerakkan batasan 

dan arah umum mengenai penetapan ruang lingkup. Dari segi etimologis, kata 

kebijakan dapat diterjemahkan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang 

membentuk garis kerja, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan juga 

merupakan terjemahan dari kata “policy”. Kebijakan bisa berupa keputusan yang 

dibuat oleh para pembuat keputusan, bukan kegiatan rutin yang telah diprogram 

sebelumnya atau keputusan berdasarkan aturan. 

Menurut Subarsono (Putri Ayu Anisya, 2023) ada enam (6) variabel 

menurut pemikiran Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja 

kebijakan publik: 

1.  Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

 

Hanya jika ukuran kebijakan sesuai dengan lingkungan sosial budaya pada 

tingkat implementasi, barulah tingkat keberhasilan dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan. 

2. Sumber Daya 

 

Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menentukan 

keberhasilan proses implementasi. Tahapan tertentu dari keseluruhan proses 

implementasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 
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pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditentukan secara politis. Oleh 

karena itu, sumber daya waktu dan uang juga harus dipertimbangkan. Suka atau 

tidak suka atau tidak, ketika dana tidak dapat disalurkan melalui anggaran 

namun sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni tersedia, pencapaian 

tujuan kebijakan publik menjadi sulit. 

3. Karakteristik Agen Pelaksanaan 

 

Hal ini sangat penting karena karakteristik lembaga pelaksana yang tepat akan 

berpengaruh besar terhadap seberapa baik mereka menempatkan kebijakan publik 

ke dalam suatu pemerintahan. 

4. Sikap Para Pelaksana 

 

Berhasil atau tidaknya kerja implementasi kebijakan publik akan sangat 

dipengaruhi oleh diterima atau ditolaknya agen-agen pelaksana. 

5. Komunikasi Antarorganisasi 

 

Komunikasi merupakan cara atau mekanisme yang paling relevan dalam 

implementasi. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

 

Aspek terakhir evaluasi Van Meter dan Van Horn tentang kinerja 

implementassi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi 

terhadap keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Kinerja yang buruk 

dalam implementasi kebijakan dapat dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, 

dan lingkungan politik. 

2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan 

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam menjelaskan makna 
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implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi 

kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah sautu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha 

untuk mengimplementasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian. Menurut Jumroh & Pratama (2021) 

Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan 

sejumlah faktor yang mempengaruhinya, sehingga cara melihatnya selalu 

dikaitkan dengan isi kebijakan itu sendiri hingga terkait dengan proses serta hasil 

dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan suatu proses mewujudkan apa yang telah 

dirumuskan dalam suatu kebijakan menjadi tindakan nyata sehingga dapat 

memberikan dampak dan pengaruh nyata serta perubahan bagi masyarakat. 

Implementasi tidak hanya sebatas kebijakan, namun juga meliputi 

pengadministrasian program, penyesuaian dengan faktor- faktor yang 

mempengaruhinya, serta memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan 

efektif sehingga dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan 

kata lain bahwa implementasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk 

mengantarkan kebijakan dari tahap perumusan kebijakan kepada hasil nyata yang 

konkret yang lebih dirasakan oleh masyarakat. 

Sedangkan menurut Edward III terdapat 4 model/ faktor yang dapat 

mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 

1. Komunikasi 
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Implementasi yang baik akan dapat dicapai, jika aktor kebijakan 

mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Komunikasi yang baik 

antar aktor kebijakan dapat memberikan informasi yan berguna dalam 

membuat kebijakan 

2. Sumber Daya 

Syarat suatu suatu organisasi dapat berjalan ialah dengan kepemilikan 

sumber daya (resources). 

3. Disposisi 

Edward III mengatakan adanya kecenderungan yang menjadi penyebab 

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika terdapat 

kecenderungan pelaksana untuk bersikap positif terhadap kebijakan maka 

implementasi akan dapat dicapai. 

4. Struktur birokrasi 

Implementasi kebijakan yang bersifat komplek menuntut adanya kerja 

sama dari banyak pihak. Jika struktur birokrasi tidak kondusif dalam 

implementasi kebijakan maka dipastikan bahwa dapat menyebabkan 

ketidakefektifan dan juga menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. 

Terdapat tiga unsur implementasi menurut Tacjhan dalam (Amaliah siti, 

2022) yaitu : 

1. Unsur Pelaksana 

Pelaksana kebijakan adalah pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan, 

yang terdiri dari menetapkan tujuan dan sasaran organisasi, menganalisis 

dan merumuskan kebijakan dan strategi organisasi. 
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2. Ada program yang dilaksanakan 

Kebijakan publik tidak ada artinya tanpa tindakan nyata yang diambil pada 

program, kegiatan atau proyek. 

3. Kelompok sasaran 

Sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima 

barang atau jasa yang perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan. 

Karakteristik kelompok sasaran, seperti ukuran kelompok, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan kondisi sosial ekonomi, 

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dari implementasi. 

2.1.4 Teori Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi berasal dari kata evaluation yang alam Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai penilaian. Akar kata evaluasi dalam Bahasa Inggris yaitu value yang 

dalam Bahasa Indonesia adalah nilai. Evaluasi kebijakan merupakan suatu 

tahapan dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan dijalankan dan sejauh mana 

kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penyelesaian masalah- masalah dalam 

masyarakat. Evaluasi kebjakan juga ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan 

dan apakah kebijakan telah dirumuskan atau dilaksanakann dengan baik. Tujuan 

dari evaluasi kebijakan ialah untuk memberikan informasi yang valid mengenai 

kinerja/ hasil dari suatu kebijakan serta mencari solusi dari kritik yang mendasari 

dari tujuan, target dan pelaksanaan kebijakan. 

Menurut Isabella (2023:27) evaluasi adalah suatu tahapan penting dalam 

kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan 

kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi 
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diperlukan untuk melihat  kesenjangan antara “Harapan” dan “Kenyataan”. 

Sedangkan menurut Situmorang (2020:36) evaluasi kebijakan didefenisikan 

sebagai kegiatan dalam menemukan sebab dari gagalnya suatu kebijakan dan 

apakah kebijakan tersebut berpengaruh terhadap apa yang diinginkan/ dicita-

citakan sebelumnya. 

Menurut Halimah (2020) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk 

mendapatkan penilaian dai awal kegaiatn berlangsung ataupun setelah berakhir. 

Berdasarkan pendapat yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi kebajakan merupakan suatu tahapan penting dalam menilai suatu 

kebijakan baik dari kebijakan dirumuskan hingga kebijakan berakhir serta menilai 

apakah kebijakan tersebut dapat berhasil mengatasi masalah publik atau masih 

perlu adanya perbaikan. 

Evaluasi berperan penting dalam memastikan kebijakan dijalankan sesuai 

dengan tujuan sebelumnya. Rossi, Lipsey, dan Henry (2019) menyatakan bahwa 

evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan 

dalam menyelesaikan masalah publik. Evaluasi terbagi kedalam dua tipe: 

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional 

 

2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau 

program-program tertentu. 

Menurut Halimah (2020: 37) ditinjau dari segi dan kronologi perencanaan 

dan juga pelaksanaannya evaluasi kebijakan dibedakan menjadi tiga yaitu: 

a. Evaluasi yang dilaksanakan sebelum kebijakan dilakukan (pre- 

programe evaluation). 
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b. Evaluasi yang dilaksanakan pada saat program berjalan (on going 

evaluation). 

c. Evaluasi yang dilaksanakan setelah atau saat program dijalakan 

(ex- post evaluation). 

Terdapat enam indikator evaluasi kebijakan menurut Willyam N Dunn 

(Zakirin & Arifin, 2022) yaiu: 

a. Efektivitas 

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang 

diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. 

b. Efisiensi 

Menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang 

diperlukan untuk menghasilkan tingakt efektivitas tertentu. Efisiensi 

biasanya ditentukan melaui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. 

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil 

dinamakan efisiensi. 

c. Kecukupan 

kecukupan merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu 

memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan 

kata lain, suatu kebijakan dapat dikatakan cukup apabila hasil yang dicapai 

telah mampu memberikan solusi yang memadai terhadap tujuan yang ingin 

diwujudkan.  

d. Pemerataan 
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Bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang 

usahanya didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin dapat 

efektif dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. 

e. Responsivitas 

 

Keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas 

pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang 

akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat 

setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang 

positif beruapa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. 

Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan kriteria 

lainnya. 

f. Ketepatan 

 

Ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif 

untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif 

yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. 

2.1.5 Teori Keuangan Negara dan Daerah 

Salah satu hal paling penting sebagai tonggak keberhasilan dan juga 

kegagalan suatu negara adalah keuangan negara. Karena keuangan negara akan 

berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan 

kesehatan, dan penyediaan publik utility. Jika keuangan negara sangat terbatas, 

ditambah dengan korupsi dan utang yang besar maka pembangunan dan 

pelayanan bagi masyarakat juga akan terbatas. 

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari 
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kekuasaan pemerintahan adalah seorang presiden sekaligus sebagai kepala 

pemerintahan dan selanjutnya dikuasakan terhadap menteri keuangan, selaku 

pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilian kekayaan negara yang 

dipisahkan. Sesuai dengan asas desentralisasi sebagian kekuasaan presiden 

diserahkan kepada gubernur/bupati/ wali kota selaku pengelola keuangan daerah. 

Menurut Musgrave (Rahayu, 2022) Keuangan negara merupakan seluruh 

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai unit, dimana 

pemerintah dalam hal ini menggunakan dana tersebut sebagai pembayaran untuk 

kegiatan pemerintah. Sedangkan dalam Rahayu (Rahayu, 2022: 20) mengatakan 

menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan 

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu - baik berupa uang maupun berupa barang yang 

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajibantersebut. Kemudian dalam undang- undang tersebut dijelaskan bahwa: 

1. Objek dari keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam 

bidang fiskal dan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban tersebut. 

2. Subjek keuangan negara adalah seluruh objek keuangan negara yang 

dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan badan hukum publik 

lainnya. 
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3. Menurut prosesnya, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian 

kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan 

keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. 

4. Tujuan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan 

dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek keuangan negara tersebut 

dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Dalam keuangan negara, ruang lingkup dari APBN adalah seluruh 

penerimaan dan pengeluaran. Berbagai sumber yang sah dimana dapat menambah 

equitas dana dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah, yaitu 

pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan 

dihasilkan oleh pemerintah, pencetakan uang, pinjaman pemerintah, serta 

pungutan dari masyarakat berdasarkan undang- undang. Di Indonesia, sumber-

sumber penerimaan/ pendapatan negara dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Sumber Penerimaan Negara dari Pengumpulan Pajak 

 

Pajak merupakan iuran yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat 

maupun pemerintah daerah kepada wajib pajak tertentu berdasarkan undang- 

undang (yang dapat dipaksakan) tanpa harus memberikan ilmbalan langsung. 

2. Sumber Penerimaan Negara dari Retribusi 

 

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat 

dan daerah berdasarkan undang- undang kepada masyarakat dengan memberikan 

imbalan jasa secara langsung. Karakteristik pungutan tersebut dihubungkan 

dengan pemberian layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat 
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maupun daerah sebagai imbalan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. 

3. Sumber Penerimaan dari Pinjaman 

 

Pinjaman sebagai salah satu alternatif sumber penerimaan bagi negara yang 

pada akhirnya dapat menjadi beban karena harus dibaar kembali dalam jumlah 

yang besar (pokok pinjaman ditambah bunga). 

4. Sumber Peneriman Negara dari Denda dan Sita 

 

Masyarakat yang telah diketahui melakukan pelanggaran terhadap aturan 

yang diberlakukan oleh pemerintah, pemerintah berhak untuk membebankan dan 

memungut denda dan sita. 

5. Sumber Negara dari Pencetakan Uang 

 

Negara sebagai penyelenggara negara mempunyai hak dalam melakukan 

pencetakan uang. 

6. Sumber Penerimaan dari Sumbangan, Hadiah dan Hibah 

 

Sumbangan ini berasal dari masyarakat baik itu perorangan, kelompok, 

organisasi, dalam negeri maupun negara sahabat dan juga masyarakat 

internasional. Namun sumbangna ini bukan penerimaan negara yang bersifat pasi 

karen bersifat kesukarelaan. 

7. Penerimaan dari Pemerintah Pusat 

 

Penerimaan dan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat terdiri 

dari sektor pajak, bukan pajak, hibah, serta penerimaan pembiyaan. 

a. Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan dalam negeri: 

1) Penerimaan Perpajakan yang terdiri: 

 

a) Pajak Dalam Negeri 
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(1) Pajak penghasilan (migas dan nonmigas); 

(2) Pajak pertambahan nilaidan pajak penjualan barang mewah; 

(3) Penerimaan pajak bumi dan bangunan; 

(4) Bea peroleh hak atas tanah dan bangunan; 

(5) Cukai; 

(6) Pajak lainnnya. 

b) Pajak Perdagangan Internasional 

 

(1) Bea masuk; 

(2) Pajak ekspor; 

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

a) Penerimaan sumber daya alam; 

b) Bagian laba BUMN; 

c) PNBP lainnya. 

3) Hibah 

 

8. Penerimaan Pemerintah Daerah 

 

Penerimaan pemerintah daerah terdiri dari penerimaan Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Dimana penerimaan 

Pemerintah Provinsi terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana 

perimbangan, lain- lain pendapatan yang sah, dan penerimaan pembiayaan. 

Kemudian penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 

pendapatan dana perimbangan, lain- lain pendapatan yang sah, dan penerimaan 

pembiayaan anggaran. 

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari: 
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a. Pendapatan Pajak Daerah; 

b. Pendapatan Retribusi Daerah; 

c. Pendapatan bagian laba BUMD dan investasi lainnya; 

d. Pendapatan asli daerah lain- lain. 

2.1.6  Teori Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan 

utama yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut Halim (2016), PAD adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Konsep PAD lahir dari prinsip 

desentralisasi fiskal, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk 

mengelola dan menggali potensi keuangan secara mandiri. Melalui PAD, daerah 

diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi 

ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. 

Dalam konteks otonomi daerah, PAD memiliki peran strategis untuk 

mengukur kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Mahmudi (2019) 

menjelaskan bahwa daerah dengan PAD yang kuat cenderung memiliki 

fleksibilitas yang lebih tinggi dalam perencanaan anggaran, inovasi kebijakan, dan 

penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi indikator 

penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 

Secara umum, PAD terdiri dari empat komponen utama: pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (HKPD), retribusi dan pajak daerah merupakan unsur dominan dalam 

struktur PAD karena dapat langsung dipengaruhi melalui kebijakan daerah. 

Musgrave (2019) menekankan bahwa instrumen pajak dan retribusi daerah 

merupakan bagian dari sistem perpajakan yang bertujuan bukan hanya untuk 

meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengatur perilaku masyarakat dan 

menciptakan pemerataan ekonomi. 

Efektivitas PAD tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang 

diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali 

potensi, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan memperbaiki tata kelola. Halim 

(2016) menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan, sistem administrasi, dan 

integritas aparatur menjadi juga faktor penting dalam optimalisasi penerimaan 

PAD. Dengan demikian, teori PAD menekankan bahwa kemandirian keuangan 

daerah bukan sekadar hasil pengumpulan pendapatan, tetapi juga buah dari tata 

kelola yang baik, akuntabilitas, dan perencanaan fiskal yang efektif. 

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain: 

1) Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah 

kabupaten dari masyarakat, badan usaha, atau pihak yang memenuhi kriteria 

tertentu, sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD). Pajak ini 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

daerah, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat di kabupaten tersebut. Dasar 

hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Peraturan Daerah 



25  

 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan 

daerah ini dibuat untuk menindaklanjuti UU tingkat pusat khususnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentng Pemerintah Daerah dan Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. 

Secara umum pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Golongannya 

 

a. Pajak Langsung 

Pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus 

ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung 

 

Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Berdasarkan Sifatnya 

 

a. Pajak Subjektif 

Pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. 

 

Contoh: Pajak Penghasilan 

 

b. Pajak Objektif 

 

Pajak yang hanya melihat objeknya tanpa memperhatikan kondisi wajib 

pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

3. Berdasarkan lembaga pemungutnya 

 

a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai kebutuhann negara. Contohnya 
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PPH dan PPN. 

b. Pajak daerah, merupakan yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan pembangunan daerah. 

2). Retribusi Daerah 

 

Menurut Saragih (2003:65), Retribusi Daerah adalah “pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. 

Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang 

berasal dari retribusi daerah”. 

2) Hasil Pengelolahan Yang dipisahkan 

 

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak 

daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. 

Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja 

atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan 

cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil 

pengelolaan kakayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, 

dan penjualan saham milik daerah. 

2.1.7 Teori Pajak Reklame 

Reklame dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang 

untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau 



27  

 

menarik perhatian umum terhadap sesuatu. 

Reklame berdasarkan media yang digunakan dibedakan menjad tiga, yaitu: 

1. Reklame Visual (Cetak/ media) 

Disampaikan melalui gambar atau tulisan yang dapat dilihat. Contoh: baliho, 

spanduk, poster. 

2. Reklame Audio 

Disampaikan melalui suara. Contohnya iklan radio. 

3. Reklame Audio Visual 

Menggabungkan suara dan gambar. Contoh pada iklan televisi, videotron. 

Sedangkan reklame berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Reklame Komersial 

 

Bertujuan untuk mencari keuntungan (promosi produk/jasa). Contoh: iklan 

makanan, minuman, jasa travel. 

2. Reklame Non-Komersial 

 

Tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan menyampaikan informasi 

atau ajakan sosial. 

Contoh: kampanye kesehatan, pendidikan, atau himbauan pemerintah. 

Adapun reklame berdasarkan tempat pemasangannya, yaitu: 

1. Reklame Indoor 

Reklame yang dipasang di dalam ruangan. Contohnya poster di mall atau 

toko. 

2. Reklame Outdoor 

Reklame yang dipasang di luar ruangan. Misalnya billboard di alan raya. 
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Reklame berdasakan tujuannya dibedakan menjadi: 

1. Reklame Informasi 

2. Reklame pesuasi 

3. Reklame pengingat 

Berdasarkan jangka waktu penyelenggaraannya, reklame dapat dibedakan 

menjadi reklame permanen (jangka panjang) dan reklame temporer (jangka 

pendek). Reklame permanen merupakan reklame yang dipasang dalam waktu 

lama dan bersifat tetap, seperti billboard dan neon box. Sedangkan reklame 

temporer merupakan reklame yang dipasang dalam waktu tertentu, seperti 

spanduk, baliho kegiatan, dan selebaran. 

Menurut Sari dan Hidayat (2021: 87), pajak reklame merupakan salah satu 

jenis pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame yang digunakan 

sebagai sarana promosi barang, jasa, atau kegiatan tertentu yang dapat dilihat oleh 

masyarakat umum. Pajak reklame dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota 

sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berfungsi tidak hanya 

sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian 

penataan ruang dan estetika wilayah perkotaan. 

Menurut Putra dan Lestari (2020), pajak reklame merupakan pungutan 

daerah yang dikenakan atas penggunaan media reklame sebagai sarana promosi 

yang memanfaatkan ruang publik. Pajak reklame menjadi salah satu instrumen 

fiskal daerah yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), sekaligus digunakan sebagai alat pengendalian terhadap penataan dan 

penyelenggaraan reklame agar sesuai dengan ketentuan tata ruang. 
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1. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Secara rinci, 

objek pajak reklame menurut PERDA Nomor 1 Tahun 2024 meliputi: 

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron 

Reklame yang terbuat dari bahan keras (papan, kayu, logam) yang dipasang 

permanen di tempat terbuka. 

a. Billboard: Papan besar. 

b. Videotron/Megatron: Reklame digital yang menampilkan gambar 

bergerak atau video menggunakan teknologi LED. 

2. Reklame kain 

Reklame yang menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan sejenis, 

biasanya bersifat semi-permanen atau sementara. Contohnya: Spanduk, umbul-

umbul, dan bendera promosi. 

3. Reklame melekat/stiker 

Reklame berbentuk lembaran kecil berbahan kertas atau plastik yang 

memiliki perekat di satu sisinya, yang ditempelkan pada benda-benda tertentu 

(misalnya pada kaca toko, tiang, atau tempat umum lainnya). 

4. Reklame selebaran 

Reklame berupa lembaran kertas kecil yang dibagikan secara langsung 

kepada orang-orang di jalan atau di tempat umum (seperti brosur, pamflet, atau 

flyer). 

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 

Reklame yang ditempatkan pada sarana transportasi yang bergerak. 

Contohnya: Iklan yang ditempel di badan bus, mobil perusahaan, atau motor ojek 



30  

 

online. 

6. Reklame udara 

Reklame yang menggunakan media udara untuk menarik perhatian biasanya 

terlihat dari jarak jauh. 

7. Reklame apung 

Reklame yang ditempatkan di atas permukaan air. 

8. Reklame film/slide 

Reklame yang ditayangkan menggunakan proyektor atau media film. 

Biasanya muncul sebagai iklan sebelum film dimulai di bioskop atau slide gambar 

di layar-layar publik tertentu. 

9. Reklame peragaan 

Reklame yang dilakukan dengan cara memamerkan atau memperagakan 

barang/jasa secara langsung kepada orang banyak. 

Objek-objek di atas adalah bentuk media promosi yang dipasang di ruang 

publik sehingga dapat dilihat atau dibaca oleh orang banyak. Perda juga 

menyebutkan pengecualian objek pajak reklame, antara lain: 

1. Reklame melalui internet, televisi, radio, dan media cetak 

2. Label/ merek produk yang melekat pada barang 

3. Nama usaha/profesi yang melekat di bangunan sesuai ketentuan Perbup 

4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah 

5. Reklame untuk kegiatan politik, sosial, dan keagamaan tanpa unsur 

komersial 

6. Reklame dalam rangka pendidikan (non-komersial) 
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Tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar 

pengenaan (nilai sewa). Artinya, besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib 

pajak reklame = nilai sewa reklame × 25%. Penentuan nilai sewa yaitu 

berdasarkan jenis reklame, bahan yang digunakan, waktu, lokasi, jumlah dan 

ukuran media reklame yang di gunakan. Pemerintah menyediakan lokasi 

pemasangan reklame, tata cara pemasangan reklame, dan juga menyediakan 

layanan administrasi untuk memastikan pemasangan reklame sesuai dengan 

peraturan sehingga tidak mengganggu estetika kota serta tidak merusak sarana dan 

prasarana umum. 

2.1.8 Teori Organisasi 

Menurut Hadinata dkk (Hadinata & Nasor, 2023:6) Organisasi adalah suatu 

sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang 

yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya sebagai alat 

dan wadah saja. Kalau dilihat dari segi wujudnya maka organisasi adalah kerja 

sama orang-orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Tanjung (Sahputra et al., 2022:58) Organisasi merupakan sebuah 

kesatuan sosial yang terbentuk dari adanya sekelompok individu yang saling 

berinteraksi antara satu sama lain yang membentuk suatu pola yang terstruktur 

dengan cara tertentu yang membuat setiap anggota yang ada di dalamnya 

memiliki tugas serta fungsinya masing-masing, menjadi kesatuan yang memiliki 

tujuan tertentu serta memiliki batas-batas yang jelas sehingga organisasi tersebut 

dapat secara tegas dipisahkan dari lingkungannya. Kemudian menurut Siregar 

dalam (Tahira Hana & Suryani, 2025) organisasi adalah sebuah alat administrasi 
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agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari beberapa defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi 

merupakan sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur dan 

terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki pembagian 

tugas dan fungsi yang jelas, serta batas-batas yang membedakannya dari 

lingkungan luar, sehingga setiap anggota mengetahui perannya. Selain itu, 

organisasi juga berfungsi sebagai alat atau wadah yang memungkinkan proses 

administrasi dan kerja sama dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Kemudian menurut Syukran (Syukran et al., 2022:119) dalam melaksanakan 

suatu kegiatan organisasi sebaiknya ada prinsip organisasi yaitu: 

1. Pembagian kerja (devision of work) 

2. Wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility) 

3. Disiplin (discipline) 

4. Kesatuan komando (unity of command) 

5. Kesatuan langkah (unity of direction) 

6. Subordinasi minat dibawah minat pada umumnya (subordination 

of individual interest to general interest) 

7. Pemberian hadiah (remuneration) 

8. Sentralisasi atau pemusatan (centralization) 

9. Jenjang hirarki (line of autority/hierarchie) 

10. Ketertiban (order) 

11. Kesamarataaan (equity) 
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12. Stabilitas jabatan pegawai (stability of personel) 

13. Inisiatif (iniciative) 

Unsur-unsur organisasi merupakan segala hal yang harus ada dalam 

suatu organisasi yaitu: 

1. Manusia (Man) 

2. Kerjasama 

3. Tujuan Bersama 

4.  Peralatan (Equipment) 

5. Lingkungan 

6. Kekayaan alam 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Sugiyono (dalam Harahap & Effendi, 2020:92) mengemukakan bahwa 

seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai landasan dalam 

menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu sendiri merupakan 

penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan, yang 

berfungsi sebagai penuntun bagi peneliti dalam membedah fenomena yang 

dipelajari. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memilih empat indikator yang 

paling relavan dengan fokus penelitian. Indikator yang digunakan yaitu efektifitas, 

efesiensi, responsivitas dan kecukupan. Dengan menganalisis keempat variabel 

evaluasi menurut Willian N dunn tersebut, peneliti akan menemukan faktor yang 

menyebabkan penurunan realisasi penerimaan pajak reklame. Hasil identifikasi ini 

akan digunakan untuk merumuskan langkah-langkah optimalisasi sehingga 

penerimaan pajak reklame dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap 
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PAD Kabupaten Kuantan Singingi. 

II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak 

Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan 

Pendapatan Daerah  Kabupaten Kuantan Singingi 

 

 
 

 

Indikator William N Dunn: 

1. Efektifitas 

2. Efisiensi 

3. Kecukupan 

4. Responsivitas 

Sumber: Agustino L. 2016 

Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan 

Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Kuantan Singingi 

Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Sugiyono (dalam Utomo & Wiwoho, 2017:342) “Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sedangkan Yam dan 

Taufik (2021) mengemukakan hipotesis merupakan jawaban yang bersifat 

sementara untuk pertanyaan dalam penelitian sejak awal penelitian dann 

diharapkan memandu jalannya penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu 

diduga evaluasi penerimaan pajak reklame di Kota Teluk Kuantan belum berjalan 

optimal sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten 

Kuantan Singingi belum maksimal. 

2.4 Definisi Operasional 

Menurut Noto (dalam Notoatmodjo, 2019:35) Definisi operasional 

merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional 

mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional dalam 

penelitian ini digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang diteliti sehingga 

dapat diukur secara nyata di lapangan. Berikut uraian masing-masing definisi 

operasionalnya: 

2.4.1 Efektivitas 

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Efektivitas digunakan 

untuk menilai sejauh mana hasil kebijakan sesuai dengan tujuan yang 

direncanakan. 

Efektivitas menjadi penting karena mampu menunjukkan apakah 

potensi pajak yang ada telah dimanfaatkan secara optimal. Jika realisasi 
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penerimaan pajak reklame mendekati atau bahkan melampaui target, 

maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak tersebut berjalan efektif. 

Sebaliknya, jika realisasi jauh di bawah target, hal ini mengindikasikan 

adanya permasalahan seperti kurang optimalnya pendataan objek pajak, 

rendahnya kepatuhan wajib pajak, atau lemahnya pengawasan. 

Selain itu, efektivitas juga berperan dalam menilai kontribusi pajak 

reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan yang efektif 

akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD, sehingga 

dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, 

analisis efektivitas tidak hanya menggambarkan capaian angka, tetapi juga 

menjadi dasar dalam mengidentifikasi kendala dan merumuskan strategi 

peningkatan penerimaan pajak reklame di masa mendatang.. 

2.4.2 Efesiensi 

Efisiensi menilai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan biaya 

atau usaha yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks 

penerimaan pajak reklame, efisiensi menunjukkan apakah proses 

pemungutan pajak telah dilakukan dengan biaya yang wajar dibandingkan 

dengan penerimaan yang diperoleh. Jika biaya operasional seperti 

pendataan, penagihan, dan pengawasan lebih kecil dibandingkan hasil pajak 

yang masuk, maka dapat dikatakan pemungutan pajak reklame berjalan 

efisien. Sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar namun hasil 

penerimaan rendah, maka menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam 

pengelolaan. 
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Selain itu, efisiensi juga mencerminkan kualitas manajemen Badan 

Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan kinerja, misalnya melalui 

penggunaan sistem digital, peningkatan kinerja petugas, atau 

penyederhanaan prosedur. 

2.4.3 Responsivitas 

Responsivitas menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang terdampak. Dalam 

konteks penerimaan pajak reklame, responsivitas dapat dilihat dari 

bagaimana kemudahan dalam proses perizinan dan pembayaran, kejelasan 

informasi, serta kecepatan dalam menanggapi keluhan atau kendala yang 

dihadapi wajib pajak. Responsivitas yang baik akan menciptakan hubungan 

yang positif antara pemerintah dan wajib pajak, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan dalam membayar pajak. 

2.4.4 Kecukupan 

Kecukupan menunjukkan kemampuan suatu kebijakan dalam 

menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan yang menjadi tujuan 

kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, kecukupan digunakan 

untuk menilai apakah penerimaan pajak reklame sudah memberikan 

kontribusi yang memadai terhadap PAD. Artinya, meskipun target 

penerimaan pajak reklame dapat tercapai (efektif), belum tentu hasil 

tersebut dikatakan cukup apabila kontribusinya terhadap PAD masih kecil 

atau belum signifikan. Oleh karena itu, kecukupan tidak hanya melihat 

capaian angka, tetapi juga menilai besarnya peran pajak reklame dalam 
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struktur pendapatan daerah. Selain itu, kecukupan juga dapat dilihat dari 

kemampuan pajak reklame dalam membantu pembiayaan pembangunan 

daerah. 

2.5 Operasional Variabel 

Definisi operasional variable menurut Sugiyono (dalam Salmaa, 2022:798) 

adalah seperangkat lengkap petunjuk tentang apa yang harus diamati dalam 

mengukur atau menguji suatu variabel dalam pengujian kesempurnaan. 

Berikut operasional variabel dalam penelitian ini: 

 

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian tentang Analisis Evaluasi 

Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan 

Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi 

 

No Konsep Indikator Sub Indikator Keterangan 

1 Analisis a. Efektivitas a. Tingkat pencapaian target Ordinal 

 Evaluasi  penerimaan pajak reklame  

 Penerimaan  b. Kesesuaian  realisasi  

 Pajak Reklame  dengan potensi pajak reklame  

 dalam    c. Tingkat kepatuhan dalam   

 Menunjang    pelaksaan pajak  

 
Pendapatan 

b. Efesiensi a. Perbandingan biaya Ordinal 

 
Asli Daerah di 

 pemungutan dengan  

 
Kabupaten 

 penerimaan pajak  

 
Kuantan 

 b. Optimalisasi penggunaan  

 
Singingi (Studi 

 sumber daya (aparatur,  

 
Kasus Badan 

 waktu, dan sistem)  

 Pendapatan    c. Kendala yang dihadapi  

 Daerah)    
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No Konsep Indikator Sub Indikator Keterangan 

  c. Responsivitas a. Respon terhadap kebijakan  Ordinal 

   Pajak reklame  

   

 b. Tingkat kepatuhan wajib  

 pajak dalam pembyaran  

 pajak reklame  

c. Respon Pemerintah terhadap 

permasalahan pajak reklame 

d. Kecukupan a. Kontribusi pajak Ordinal 

 reklame terhadap PAD  

 b. Kemampuan pajak  

     reklame dalam memenuhi  

   kebutuhan pendapatan daerah  

 c. Peran Penerimaan Pajak 

Reklame dalam menunjang 

PAD 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019:36), Studi kasus adalah metode untuk 

meneliti suatu objek penelitian secara mendalam dan menyeluruh pada situasi atau 

lokasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Melalui pendekatan studi kasus , 

peneliti dapat menggali informasi memilih secara komprehensif mengenai proses 

penerimaan pajak reklame, faktor- faktor yang memengaruhi penerimaan serta 

berbagai kendala dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

3.2 Informan Penelitian 

Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling digunakan karena informan dipilih berdasarkan pengetahuan, 

pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penerimaan pajak 

reklame sehingga mampu memberikan informasi yang relevan sesuai fokus 

penelitian. Adapun informan utama meliputi: 
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Tabel III.1 Informan Penelitian Tentang Analisis Evaluasi Penerimaan 

Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

 

No. Informan Penelitian Jumlah Keterangan 

1 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 1 Informan 

2 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
 

1 
 

Informan 

3 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 1 Informan 

4 Pelaku Usaha/ Wajib pajak 5 Informan 

Jumlah 8 Informan 

Sumber: Modifikasi Penulis 2026 

 

3.3 Sumber Data 

 

3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama melalui wawancara mendalam, observasi, serta 

dokumentasi lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari 

Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda, Pejabat 

Fungsional DPMPTSP, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol 

PP, serta wajib pajak reklame. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain dokumen kebijakan 

PERDA/PERBUP, laporan target dan realisasi pajak, data tunggakan pajak, 

data pertumbuhan objek reklame satiap tahunnya. serta dokumen pendukung 

dari instansi pemerintah daerah. 
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3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan lebih 

konsisten dan terarah. Fokus penelitian ini adalah evaluasi penerimaan pajak 

reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

berdasarkan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi 

efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kecukupan. Penelitian juga difokuskan 

pada faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak reklame serta upaya yang 

dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan tersebut. 

3.5 Lokasi Penelitian  

Dengan melihat tema/ judul dari penelitian ini mengenai analisis evaluasi 

penerimaan pajak reklame dalam menunjang pendapatan asli daerah pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi  studi kasus Kota Teluk 

Kuantan maka peneliti menunjuk lokasi penelitian yaitu di Kota Teluk Kuantan. 

Alasan peneliti memilih Kota Teluk Kuantan sebagai lokasi penelitian karena 

merupakan pusat dari kegiatan usaha masyarakat. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti 

guna mengumpulkan data yang akurat dan valid, sehingga data tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar penelitian dalam melakukan analisis dan penarikan 

kesimpulan. Dalalm penelitian ada beberapa jenis metode pengumpulan data yaitu 

3.6.1 Wawancara 

 

Wawancara merupakan langkah pengumpulan data dengan 

mengadakan sesi tanya jawab dengan para responden. Wawancara 
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digunakan untuk memperoleh data primer langsung dari pihak yang 

berwenang dalam penerimaan pajak reklame. Teknik ini memungkinkan 

peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai proses penerimaan 

pajak reklame, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam 

meningkatakan penerimaan pajak reklame terhadap PAD. 

3.6.2 Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung ke lapangan terhadap objek penelitian guna melihat 

fenomena sebagaimana adanya tanpa adanya rekayasa. Observasi bertujuan 

untuk mengamati secara langsung proses yang berkaitan dengan penerimaan 

pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Observasi 

ini juga meliputi administrasi pemungutan/ penerimaan pajak reklame, 

proses pelayanan perizinan, serta koordinasi antar instansi terkait. 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa/ kejadian yang telah 

berlalu dapat berupa dokumen tertulis, gambar, arsip, dan catatan resmi 

terkait dengan objek penelitian. Dokumentasi diperlukan guna memperoleh 

data sekunder yang bersifat faktual dan historis. Dalam penelitian ini, 

dokumentasi berupa foto- foto dari aktivitas peneliti serta informan 

peneltian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono dalam Burhan (Burhan, 2015:137) analisis data 

kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
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diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data, mereduksi, menyajikan, lalu menarik kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini berlangsung mulai dari kegiatan pra lapangan, analisis data 

dilakukan terus menerus hingga data nantinya bersifat jenuh. 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif 

yang dilakukan dengan cara mengelompokkan, menyederhanakan, dan 

memfokuskan data agar sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

mempermudah penarikan kesimpulan. Dalam pendekatan studi kasus, data 

biasanya sangat kaya, kompleks dan beragam. Oleh karena itu reduksi data 

menjadi langkah penting agar data yang di dianalisis tetap relavan dengan 

fokus kasus. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama proses 

penelitian sehingga peneliti dapat melihat struktur fenomena dan hubungan 

antarvariabel secara lebih jelas. 

3.7.2 Penyajian Data 

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian 

naratif, tabel, maupun kutipan hasil wawancara sesuai dengan masing-

masing indikator penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

mengidentifikasi hubungan antartemuan. 

3.7.3 Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan disusun berdasarkan hasil triangulasi antara data 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian memiliki 
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tingkat keabsahan yang lebih tinggi. 

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Evaluasi 

Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

  

 

No 

 

Kegiatan 

Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026 

Nov/Des Jan/Feb Mar/Apr Mei/Jun Agus/Sep 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

Pengajuan 

Judul 

Proposal 

                    

2 Pembuatan 

Proposal 

                    

3 Bimbingan 

Proposal 

                    

4 Seminar 

Proposal 

                    

5 Revisi                     

6 Pembuat

an 

Skripsi 

                    

7 Bimbing

an 

Skripsi 

                    

8 Ujian 

Skripsi 

                  
 

  

9 Revisi 

Skripsi 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah Lokasi Penelitian 

Kota Teluk Kuantan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kuantan Singingi 

yang terletak di Provinsi Riau. Asal mula dari nama kuantan ada beberapa versi 

yang pertama mengartikan bermula dari kata Kuan- Tuk- Atan yang artinya Beri 

Lewat Datuk. Yang kedua berasal dari Kuan- Santan  yang dalam bahasa Banjar 

Kalimantan artinya Periuk. Namun oleh masyarakat darah ini nama Kuantan 

sudah sangat lama dikenal dan pertama kali diberikan kepada Sungai Kuantan 

sebagai ganti dari nama Sungai Koruh.  Sedangkan nama Teluk pertama kali 

diberikan oleh seorang Indonesia bernama Jama berdialek Minangkabau. Kira- 

kira pada tahun 1938 nama Taluk ditambahkan dibelakangnya Kuantan yang 

akhirnya disebut dengan Taluk Kuantan. 

 Kuantan Singingi yang merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, 

Indonesia. Ibu kotanya adalah Teluk Kuantan. Kabupaten ini merupakan daerah 

pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang- 

undangn Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Nnatuna dan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan 

Singingi memiliki luas wilayah berkisar 7.656,03 km dengan ketinggian 400- 800 

diatas permukaan laut. Batas wilayah administrasi Kbaupaten Kuantan 

Singingiadalah sebagai berikut:  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten 
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Pelalawan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi 

3. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatra Barat 

4. Sebelah Timur bebatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu. 

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 kecamatan dan 11 kelurahan dan 

218 desa, jumlah penduduk sekitar 369.718 jiwa (2025). Pemerintahan Kabupaten 

Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati, yang 

membawahi koordinasi dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang 

camat. 

4.2  Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi 

merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan pendapatan daerah 

memiliki tugas pokok melaksanakan otonomi daerah dibidang pendapatan daerah 

yang salah satu fungsinya ialah perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan 

daerah.  

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 32 Tahun 2009 mengatakan bahwa 

Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan selaku Koordinator 

dibidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bekerja sama dengan 

organisasi perangkat daerah lainnya dalam menyusun dan menetapkan target 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui koordinasi yang solid ini, Bapenda 

berkomitmen untuk terus mengoptimalkan penggalian potensi pajak dan retribusi 

daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan 



 
 

 

48 
 

 

publik secara mandiri dan berkelanjutan. 

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka struktur organisasi Bapenda 

sebagai berikut: 

1. Kepala Badan 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Program dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Umum. 

3. Bidang Pendaftaran, Penilaian, dan Penetapan, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; 

b. Sub Bidang Penilaian da Perhitungan; 

c. Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data. 

4. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Penaghan; 

b. Sub Bagian Keberatan dan Banding; 

c. Sub Bagian Pemeriksaan. 

5. Bidang Penerimaan, terdiri dari: 

6. Sub Bagian Penerimaan Dana dan Transfer; 

7. Sub Bagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Lainnya; 

8. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

a. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 

b. Kelompok Jabatan Fungisonal 
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4.2.1 Visi dan Misi 

Visi merupakan rumusan umum tentang suatu keadaan yang diinginkan 

pada akhir periode perencanaa pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka 

menengah (RPJMD) merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati 

Kuantan Singingi terpilih tahun 2021- 2026 sebagai dasar perimusan program 

prioritas pembangunan daerah. Maka visi Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi saat ini (2021- 2026) adalah: 

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, 

Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Negeri Bermarwah)” 

Kemudian misi merupakan rumusan umum mengenai upaya- upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut 

misi Kabupaten Kuantan Singingi: 

1. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman 

dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang 

berbudaya dan bermartabat. 

2. Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui 

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis. 

3. Meningkatkan kualitas pembangunan yang memiliki daya saing. 

4. Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui 

pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah. 

5. Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayahyang 

handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa 

serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan. 



 
 

 

50 
 

 

4.2.2. Struktur Organisasi  

IV.1 Strukutr Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi 
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4.3 Gambaran Umum Satpol PP  

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan sebuah lembaga yang didirikan 

untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (PERDA), 

menyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat, 

memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menegakkan Peraturan 

Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Keberadaan Satpol PP 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. 

Namun, tidak lama setelah itu nama Datasemen Polisi Penjaga Kapanewon 

dirubah menjadi Datasemen Polisi Pamong Praja. Dinamika kependudukan pada 

saat itu membuat Menteri Dalam Negeri menetapkan nama tersebut menjadi 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara nasional berdasarkan Surat 

Keputusan No. UR 32//2/21 pada Maret 1950. 

Dengan diterbitkannya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang mengatakan bahwa salah satu urusan wajib yang 

menjadi kewenangan pemerintah daerah/ provinsi antara lain menyelengggarakan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk didalamnya perlindungan 

masyarakat. Di Kabupaten Kuantan Singingi, Satpol PP merupaan organisasi 

perangkat daerah (OPD) yang berdasarkan Perda Kabupaten Kuantan Singingi 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021. Dalam konteks 
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penelitian ini, Satpol PP memiliki peranan yang sangat penting dalam pengawasan 

dan penertiban terhadap reklame ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan. 

Berikut tugas tersebut meliputi:  

1. Melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame 

2. Menertibkan reklame yang tidak memiliki izin atau melanggar 

ketentuan 

3. Berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

dalam penegakan aturan reklame 

4. Memberikan tindakan administratif terhadap pelanggaran 

penyelenggaraan reklame 

4.4 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan perangkat daerah yang dibentuk oleh 

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan serta pelayanan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah. 

DPMPTSP berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang memberikan 

kemudahan, kepastian hukum, transparansi, serta meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu bertujuan untuk menyederhanakan proses pelayanan perizinan 

sehingga masyarakat maupun pelaku usaha dapat memperoleh pelayanan secara 
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efektif, efisien, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Selain memberikan 

pelayanan perizinan, DPMPTSP juga bertugas mendorong peningkatan investasi 

daerah melalui penyediaan informasi penanaman modal, fasilitasi investor, serta 

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) diresmikan pada tanggal 28 Desember 2007, 

dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Unit 

Pelayanan Terpadu dan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 190 Tahun 

2007 Tentang Pedoman Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu 

Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan dengan pola pelayanan terpadu yang 

bukan merupakan organisasi struktural, tetapi berbentuk Unit Pelayanan Terpadu 

yang memberikan pelayanan rekomendasi dan perizinan secara terpadu pada satu 

tempat, dimana kewenangan masih berada pada masing-masing satuan kerja 

sesuai kewenangan yang diberikan Bupati.  

  Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) berubah menjadi 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mulai Januari 2009 berdasarkan Perda 

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Ruang Kerja Lembaga Teknis 

Daerah Kaupaten Kuantan Singingi. 

  Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) yitu mebantu bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan  di 

Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut fungsi 

DPMPTSP: 

1. Perumusan program dan kebijakan di bidang penanaman modal pelayanan 
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terpadu satu pintu dan tenaga kerja; 

2. Pelaksanaan program dan kebijakan di bidang penanaman modal pelayanan 

terpadu satu pintu dan tenaga kerja; 

3. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal pelayanan 

terpadu satu pintu dan tenaga kerja; 

4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja terpadu; 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanaman 

modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja terpadu. 

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan 

permohonan baru untuk izin pemasangan reklame, sebagai berikut: 

1. Surat permohonan 

2. Rekomendasi dari camat setepat 

3. Surat kuasa, bagi yang diwakilkan dilengkapi nomor telepon pemilik dan 

dilengkapi KTP yang dikuasakan 

4. Fotokopi KTP 

5. Izin mendirikan bangunan reklame 

6. Surat penjanjian antara pemilik bangunan dan pemasangan reklame 

7. Denah lokasi 

8. Gambar lokasi 

Adapun mekanisme dalam pengajuan izin pemasangan reklame di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai 

berikut: 
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1. Mengajukan surat permohonan  

2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh front office 

3. Pemrosesan oleh back office/  bidang perizinan dan non perizinan 

4. Survei ke lapangna oleh tim teknis 

5. Berita acara tim teknis izin diterima/ ditunda/ ditolak 

6. Penetapan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) 

7. Pemrosesan izin oleh kasi dan Kabid perizinan dan nonperizinan 

8. Pemrosesan izin oleh sekretaris 

9. Pemrosesan dan penandatanganan sertifikat perizinan oleh kapala dinas 

10. Penyerahan izin kepada pemohon 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasakan hasil penelitian lapangan mengenai Analisis Evaluasi 

Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di 

Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

penerimaan pajak reklame kurang efektif dalam menunjang Pendapatan Asli 

Daerah. 

6.2 Saran 

Saran  yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Evaluasi 

Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di 

Kabupaten Kuantan Singingi yaitu: 

1. Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi perlu meningkatkan pendataan dan 

pemutakhiran data objek pajak reklame secara berkala agar seluruh objek 

reklame dapat terdaftar dan dikenakan pajak sesuai ketentuan.  

2. Meningkatkan pengawasan lapangan melalui koordinasi yang lebih intensif 

antara Bapenda, DPMPTSP, dan Satpol PP terhadap reklame yang tidak berizin 

atau belum membayar pajak.  

3. Memperluas sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya 

kepatuhan membayar pajak reklame serta manfaatnya bagi pembangunan 

daerah. 
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Gambar I: Informan atas nama Hazna ST (Bapenda) 

          
Gambar II: Informan atas nama Sonny Andri, SE. M.Si (Kabid Gakda) 

 

 
Gambar III: Informan atas nama Hendra Sandy (Penata Perizinan Ahli 

Madya DPMPTSP)
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Gambar IV: Informan atas nama Sandy (Wajib Pajak) 

 

      
Gambar V: Informan atas nama Tiara Suci (Wajib Pajak) 

 

            
Gambar VI: Informan atas nama Telpa (Wajib Pajak) 
 

 
Gambar IV: Informan atas nama Bobby Gustian (Wajib Pajak) 
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